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ABSTRAK

Dasar hukum pembentukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah Undang-
Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2006 tentang Administrasi Kependudukan. Rumusan masalah:1) Apa saja Kewenangan Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Dalam Pembuatan Kartu Identitas Anak di Kabupaten
Padang Pariaman? 2) Apakah kendala-kendala yang dihadapi oleh Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil dalam Pembuatan Kartu Identitas Anak di Kabupaten Padang Pariaman? 3)
Apakah upaya yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam
Pembutan Kartu Identitas Anak di Kabupaten Padang Pariaman? Pendekatan dalam
penelitian ini adalah Hukum Sosiologis, dan menggunakan sumber data: data primer dan data
sekunder. Teknik pengumpulan data melalui wawancara dan studi dokumen yang dianalisa
secara kualitatif. Simpulan hasil penelitian: 1) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Padang Pariaman dalam mensukseskan Kartu Identitas Anak (KIA) sudah sesuai
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 sehingga Kabupaten Padang
Pariaman dijadikan percontohan dalam pembuatan KIA di Provinsi Sumatera Barat. 2)
Kendala yang dihadapi oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang
Pariaman belum ada aturan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Padang
Pariaman dalam memproses maupun mengalokasikan anggaran pembuatan KIA. 3) Upaya
yang dilakukan Disdukcapil Kabupaten Padang Pariaman membuat inovasi aplikasi
“Disdukcapilceria” untuk memudahkan masyarakat mengurus dokumen.

Kata Kunci: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, KIA, Anak.

UNI VERSI TAS BUNG HATTA



